PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
J1. Kemiri No. 27 Telp (0414) 21313
BENTENG KEPULAUAN SELAYAR

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 001/I/TAHUN 2024 /DPKP

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS
KEGIATAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan efektifnya pelaksanaan
kegiatan pada Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun
Anggaran 2024, maka perlu menunjuk dan
mengangkat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan
Keputusan Bupati;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor S5, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
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3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5188);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008
tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar
Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi
Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6322);
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8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan
Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 63):

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77
Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1781);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar
Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor
98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kepulauan Selayar Nomor 47); Sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2022 Tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten
Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2022 Tentang
Pembentukan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2022 Nomor 113);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar
Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan
Selayar Tahun 2023 Nomor 130);

12. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 38
Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun  Anggaran
2024 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2023 Nomor 786);
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Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

MEMUTUSKAN :

Menunjuk dan Mengangkat Pejabat Pelaksana Teknis

Kegiatan pada Dinas Perumahan dan Kawasan

Permukiman Tahun Anggaran 2024 dengan susunan

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan

ini.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana

dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas :

a. mengendalikan pelaksana kegiatan;

b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;

c. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan
anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan
kegiatan; dan

d. melaksanakan kegiatan barang/jasa sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang
mengatur pengadaan barang/jasa.

Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya

Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

Tahun Anggaran 2024 pada pos anggaran Dinas

Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten

Kepulauan Selayar.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing

yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

dengan penuh tanggung jawab.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

dan berlaku surut sejak tanggal 5 Januari 2024.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 09 Januari 2024

a.n. BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
KEPALA DINAS,

A

DR. FINRIYANI ARIFIN, S.Pi., M.Si.
Pangkat : Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 19840104 200903 2 003
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Tembusan :
1. Bupati Kepulauan Selayar di Benteng;
Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;

Kepala Bappelitbangda Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;

> LN

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten

Kepulauan Selayar di Benteng;

5. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Kepulauan
Selayar di Benteng;

6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng.
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